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Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan 
metode analisis deskriptif komparatif yaitu dengan menganalisis dan mengolah 
data-data laporan keuangan dan laporan fiskal yang ada. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui tax planning atas biaya kesejahteraan karyawan 
yang dapat meminimalkan beban pajak perusahaan. Jenis data yang digunakan 
berupa data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh bersumber dari 
bagian keuangan dan bagian lainnya. Penelitian ini dilakukan di PT Bumi Jasa 
Utama Makassar. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, 
dokumentasi dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan 
bahwa PT Bumi Jasa Utama  telah berupaya menerapkan perencanaan pajak 
dengan baik, yaitu dengan memaksimalkan biaya-biaya kesejahteraan 
karyawan yang dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan untuk 
meminimalkan beban pajaknya tanpa melanggar undang-undang yang berlaku. 
 
Kata kunci: Beban pajak, Kesejahteraan karyawan, Perencanaan pajak 
 
This research is a descriptive research. This study uses a comparative 
descriptive analysis is by analyzing and processing the data of financial 
statements and fiscal reports. It aims to find out the tax planning implementation 
of benefits which can minimize the company tax burden. Data types used are 
primary and secondary data. The datas are got from finance department and 
other departments. This research had been held in  PT Bumi Jasa Utama 
Makassar. The data collection was done by interviewing, documenting and 
doing library research. Based on the research result, it can make conclusion 
that PT Bumi Jasa Utama has implemented tax planning well, that is by 
maximizing deductible expenses of employee benefits to deduct the company 
gross income so that it can minimize company tax burden without violating any 
prevailing laws. 
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1.1 Latar Belakang 
Sebagai suatu beban, eksistensi pajak menimbulkan pro dan kontra. Kita 
bisa melihat bagaimana pertentangan persepsi tentang pembebanan pajak dari 
para petinggi di Amerika Serikat seperti tercermin pada dua pendapat berikut ini. 
Seorang hakim agung Amerika yang bernama Oliver Wendell Holmes,Jr (1841-
1935) mengatakan bahwa taxes are the price for civilization, sebaliknya hakim 
agung Amerika lain yang terkenal bernama John Marshal (1755-1835) 
mengatakan: The power to tax is the power to destroy. Lain lagi filosop dan 
negarawan Benyamin Franklin berujar, bahwa didalam masyarakat manusia 
yang pasti adalah kematian dan pajak.  
Namun naluri alamiah seorang manusia semenjak dulu hingga kapanpun 
juga, akan senantiasanya berusaha menghindarkan diri dari beban pajak itu 
dalam berbagai bentuk dan manifestasinya. Karena pajak itu adalah pungutan 
yang didasarkan pada pelaksanaan perundang-undangan perpajakan secara 
benar bukan kontribusi yang sifatnya sukarela tanpa ada imbalan langsung dari 
pemerintah. 
Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang 
akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin 
maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak 
merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Keputusan bisnis 
sebagian besar dipengaruhi oleh pajak, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Keputusan bisnis yang baik jika berhubungan dengan pajak bisa 




Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib 
Pajak dengan pemerintah, Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil 
mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan 
ekonomis Wajib Pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana dari pajak 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal 
dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan Wajib 
Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal 
maupun ilegal seperti kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia 
(fiskus). 
Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran 
pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban 
tersebut guna mengoptimalkan laba. Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan 
terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai 
biaya/beban (expense) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 
maupun distribusi laba kepada pemerintah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi 
dan daya saing maka perusahaan wajib menekan biaya seoptimal mungkin. 
Demikian pula dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan 
menurunkan laba setelah pajak (after tax profit), tingkat pengembalian (rate of 
return), dan arus kas (cash flow) (Damayanti,2009). 
Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah (loopholes) 
yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh 
perusahaan optimal dan minimum (secara keseluruhan). Salah satu celah yang 
sering dimanfaatkan perusahaan dengan cara memiinimalisasi beban pajak. 
Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang 
masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang 
melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak secara eufimisme 




Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan 
transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal 
tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak 
juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban 
perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari 
pemborosan sumber daya. 
Perencanaan pajak (tax planning) merupakan proses mengorganisasi 
usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan 
memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh 
perusahaan dalam koridor ketentuan perpajakan yang berlaku (loopholes), agar 
perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. 
Karyawan merupakan unsur yang sangat penting yang berperan aktif di 
dalam kegiatan organisasi atau perusahaan. Karyawan memberikan prestasi 
kerja yang baik bagi kemajuan perusahaan, sedangkan perusahaan memberikan 
program kesejahteraan sebagai penghargaan atas prestasi kerja yang baik yang 
sudah diberikan karyawan kepada perusahaan.  Salah satu peluang  melakukan 
efisiensi pajak bagi perusahaan adalah dengan pengelolaan transaksi yang 
berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan tersebut dalam bentuk 
natura dan kenikmatan. Berdasarkan pasal-pasal yang terdapat di dalam 
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK-83/PMK.03/2009, imbalan 
sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan perusahaan dapat 
dibedakan dalam bentuk: 
1. Uang secara langsung (tunjangan). 
2. Bukan uang (natura dan kenikmatan), yaitu: 
a. Beras, gula, dan sejenisnya. 





Tujuan sebuah perusahaan didirikan adalah untuk tujuan ekonomi. Salah 
satu tolok ukur keberhasilan sebuah perusahaan secara ekonomi adalah 
pencapaian  laba setelah pajak (after tax profit) yang tinggi. Laba bersih yang 
tinggi tentu diawali dengan pencapaian target penjualan yang tinggi, kemudian 
diikuti dengan pengeluaran biaya-biaya yang efisien, dan pembayaran pajak 
yang optimal, sehingga akan dicapai laba bersih setelah pajak yang maksimal. 
Ketika penjualan mencapai target, namun biaya yang dikeluarkan jauh lebih 
tinggi, maka secara ekonomi hal tersebut hanya akan menjadi sebuah 
pencapaian yang sia-sia. Demikian pula ketika laba bersih (secara komersial) 
sudah mencapai angka yang optimal, karena didukung dengan pencapaian 
target penjualan yang maksimal dan pengeluaran yang minimal, bisa jadi akan 
menjadi sia-sia ketika ternyata laba habis tergerus beban pajak yang tidak 
seharusnya. Misalnya karena banyaknya biaya yang merupakan kriteria non 
deductable expenses. 
PT Bumi Jasa Utama adalah perusahaan swasta yang bergerak pada   
bidang transportasi dan logistik. Sampai dengan akhir tahun 2015, PT Bumi Jasa 
Utama telah mempekerjakan karyawan tetap dan honorer sebanyak 214 orang. 
Dengan dukungan karyawan tersebut, PT Bumi Jasa Utama telah menunjukkan 
pertumbuhan kinerja yang konsisten. Sebagai sebuah perusahaan yang  
berorientasi keuntungan (profit motive), PT Bumi Jasa Utama bertujuan 
mendapat keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya, tetapi 
juga tanpa mengorbankan kepentingan para karyawannya. Oleh karena itu, perlu 
dilakukan suatu perencanaan pajak (tax planning) atas biaya kesejahteraan 
karyawan yang baik dan benar agar perusahaan tidak hanya dapat mencapai 





Penelitian mengenai Implementasi Tax Planning untuk Meningkatkan 
Kinerja Perusahaan pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I telah dilakukan 
oleh Pasaribu (2004) pada entitas yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) 
penelitian ini menunjukkan bahwa PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I telah 
berupaya mengimplementasikan tax planning untuk meminimalkan beban pajak 
yang harus dibayar perusahaan. Implementasi tax planning pada PT (Persero) 
Pelabuhan Indonesia I telah didukung oleh sistem administrasi yang tertib, rapi, 
dan teratur sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana untuk 
menghasilkan penghematan pajak guna mendukung strategi perusahaan secara 
keseluruhan dalam rangka  meningkatkan kinerja. Penelitian serupa dilakukan 
oleh Ampa (2011) pada PT Bank Sulsel yang mendapatkan hasil serupa yaitu 
Penerapan tax planning pada PT Bank Sulsel dapat dikatakan berhasil karena 
dari segi perpajakan terjadi penghematan pajak (tax saving) sebesar Rp 
906.746.500,00 dan dari segi akuntansi terjadi peningkatan laba sebesar Rp 
906.746.500,00. 
Adapun penelitian yang dilakukan oleh Prajusa (2008) pada PT 
Perkebunan XIV (Persero) Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT  
Perkebunan XIV (Persero) Makassar telah berupaya menerapkan tax planning 
atas biaya program kesejahteraan karyawan tetapi upaya tersebut belum 
maksimal karena masih terdapat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan 
biaya kesejahteraan karyawan merupakan kategori biaya yang tidak bisa 
dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (non deductible) 
sehingga perusahaan tidak mengurangi beban pajaknya. Adapun kebijakan-
kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan yang tidak bisa 
dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan,antara lain: 




dividen termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi 
kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 
pemegang saham, sekutu, atau anggota. 
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan. 
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, 
asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib 
Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi 
tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang 
bersangkutan. 
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa 
yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali 
penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta 
penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di 
daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan 
yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang 
saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa 
sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. 
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, 
kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan 
amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 
pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi 




lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, 
yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Pemerintah. 
8. Pajak Penghasilan. 
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 
Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. 
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau 
perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. 
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi 
pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan 
perundangundangan di bidang perpajakan. 
Berdasarkan uraian yang peneliti sampaikan sebelumnya dan hasil 
penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian sebagai 
berikut, yaitu “Analisis Penerapan Tax Planning atas Biaya Kesejahteraan 
Karyawan pada PT.Bumi Jasa Utama Makassar”. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang masalah, secara sederhana dapat dirumuskan 
permasalahan yang akan diteliti yaitu “Apakah penerapan tax planning atas 
biaya kesejahteraan karyawan dapat meminimalkan beban pajak terhutang 
wajib pajak badan pada PT Bumi Jasa Utama Makassar?” 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan tax planning atas biaya 





1.4. Kegunaan Penelitian 
Bagian kegunaan penelitian akan menunjukkan kegunaan dan pentingnya 
penelitian, terutama bagi pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan 
dalam arti luas. 
1.4.1. Kegunaan Teoretis 
1. Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai penerapan 
perencanaan pajak (tax planning) berkaitan dengan kesejahteraan 
karyawan. 
2. Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan para mahasiswa maupun 
dosen dalam mengembangkan bidang keilmuan dalam studi mengenai 
Tax Planning. 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
Dengan penelitian ini dapat bermanfaat bagi : 
1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin 
                 Bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan pelaksanaan  
pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Hasanuddin.  
2. Instansi yang diteliti (PT Bumi Jasa Utama) 
Sebagai masukan dalam menerapkan penerapan tax planning atas 
biaya kesejahteraan karyawannya. 
3. Peneliti dan mahasiswa 
Sebagai referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang untuk 
pengajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah ini. 
4. Bagi masyarakat umum 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi, bacaan yang bermanfaat, 




1.5. Sistematika Penulisan 
Berikut ini peneliti sajikan uraikan materi pokok yang akan dibahas pada 
masing-masing bab, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang 
penulisan ini. 
BAB I  PENDAHULUAN, Latar belakang masalah berisi tentang latar 
belakang penelitian dan rumusan masalah merupakan pernyataan 
tentang keadaan, fenomena, dan konsep yang memerlukan 
pemecahan dan memerlukan jawaban melalui suatu penelitian. Tujuan 
dan kegunaan penelitian yang mengungkapkan hasil yang ingin 
dicapai melalui proses penelitian, kemudian sistematika penulisan 
yang berisi uraian ringkas dari materi yang dibahas pada setiap bab 
yang ada pada skripsi. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi tentang kajian teori yang 
diperlukan dalam menunjang penelitian dan konsep-konsep yang 
relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam 
penelitian ini. 
BAB III  METODE PENELITIAN, Bab ini berisi penjelasan mengenai 
rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, metode 
pengumpulan data, jenis dan sumber data, dan metode analisis data. 
BAB IV  HASIL PENELITIAN, Bab ini terdiri dari gambaran umum perusahaan, 
struktur organisasi, visi dan misi perusahaan, serta pembahasan 
mengenai hasil penelitian yang telah dilaksanakan berdasarkan 
metode analisis yang digunakan. 
BAB V  PENUTUP, Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari 
pelaksanaan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang 






2.1 Tinjauan Umum Mengenai Pajak 
2.1.1. Pengertian Pajak 
Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah sebagai berikut: 
“Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 
Definisi pajak yang dikemukakan oleh Soemitro dalam Mardiasmo 
(2011:1), yaitu: 
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum.” 
 
Dari definisi tersebut,dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-
unsur: 
1. Iuran dari rakyat kepada Negara. 
Yang berhak memungut pajak adalah Negara. Iuran tersebut berupa 
uang (bukan barang) 
2. Berdasarkan undang-undang. 
       Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang 
serta aturan pelaksanaannya. 
3. Tanpa jasa timbal atau kontrasepsi dari Negara yang secara langsung 




kontrasepsi individual oleh pemerintah. 
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara,yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
2.1.2. Fungsi Pajak 
Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak 
dari berbagai definisi, maka terlihat adanya dua fungsi pajak, yaitu: 
a. Fungsi Penerimaan (Budgetair) 
Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluarannya. Contoh: Dimasukkannya pajak dalam 
APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 
b. Fungsi Mengatur (Regulerend) 
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu 
dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras sehingga 
konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian juga terhadap barang 
mewah. 
2.1.3. Pengaruh Pajak terhadap Perusahaan 
Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (profit margin), 
sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi rate of  
return on investment. Status perusahaan yang go public akan mempengaruhi 
kebijakan pembagian dividen. Perusahaan yang sudah go public umumnya 
cenderung high profile daripada perusahaan yang belum go public. Agar harga 
pasar sahamnya meningkat, manajer perusahaan go public akan berusaha 
tampil sebaik mungkin, sukses dan membagi dividen yang besar. Demikian juga 
dengan pembayaran pajaknya akan diusahakan sebaik mungkin. Namun apapun 
asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang 




2.1.4. Manajemen Pajak  
Pemerintah saat ini melakukan upaya habis-habisan dalam bidang 
perpajakan. Karena itu, pengusaha harus menanggapinya dengan cara habis-
habisan  juga, yaitu dengan menempuh manajemen pajak. Bagaimanapun pajak 
bagi perusahaan tetap sebagai “biaya”. Artinya sekecil apapun pajak yang harus 
dibayar oleh perusahaan, tetap saja akan mengurangi laba yang diterima oleh 
perusahaan. Jika pengelolaan pajak tidak dilakukan dengan baik, kemungkinan 
di kemudian hari perusahaan terpaksa gulung tikar. 
Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat 
dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas 
manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat  
diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan. Secara umum, 
manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai berikut. 
Manajemen pajak adalah suatu strategi manajemen untuk 
mengendalikan, merencanakan, dan mengorganisasikan aspek-aspek 
perpajakan dari sisi yang dapat menguntungkan nilai bisnis perusahaan dengan 
tetap melaksanakan kewajiban perpajakan secara peraturan dan perundang-
undangan. Sehingga dengan adanya perencanaan pajak yang didukung suatu 
konsep manajeman pajak yang jelas, diharapkan dapat mengoptimalkan tingkat 
 likuiditas perusahaan. 
Manajemen pajak merupakan bagian dari manajemen keuangan. 
Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan suatu tujuan dan sasaran 
yang akan digunakan sebagai patokan dalam memberikan penilaian atas 
efisiensi keputusan keuangan. Dengan demikian tujuan manajemen pajak harus 
sejalan dengan tujuan manajemen keuangan, yaitu memperoleh likuiditas dan 













Sumber: Damayanti, 2009 
              
2.2 Perencanaan Pajak (Tax Planning) 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan  
perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan 
dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah 
untuk meminimumkan kewajiban pajak. Jika tujuan perencanaan pajak adalah 
merekayasa agar beban pajak (tax burden) dapat ditekan serendah mungkin 
dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan 
pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan tax 
avoidance karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk 
memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) karena pajak 
merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada 
pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali. 
2.2.1. Pengertian Tax Planning 
Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak 
orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan 
berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam 
Tujuan Manajemen 
Keuangan : 
1. Mencapai Laba 
2. Likuiditas Cara Mencapai 
 
Tujuan Manajemen Pajak: 
1. Melakukan kewajiban 
perpajakan 
2. Usaha efisiensi untuk 
mencapai laba 
Dicapai dengan 







koridor ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (loopholes), agar 
perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. 
Sedangkan definisi tax planning  yang  dikemukakan  oleh Tjahyono dan 
Husein dalam Pohan (2011:8), yaitu: 
“Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak 
atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya 
baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya,berada dalam posisi 
yang minimal,sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.” 
        
Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan 
apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut 
terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi 
jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda 
pembayarannya, dan lain sebagainya. 
Oleh karena itu, setiap Wajib Pajak akan membuat rencana pengenaan 
pajak atas setiap tindakan (taxable events) secara saksama. Dengan demikian, 
bisa dikatakan bahwa perencanaan pajak adalah proses pengambilan faktor 




d. Dengan siapa (pihak mana) dilakukan transaksi, operasi, dan 
hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada 
tax events yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya 
tujuan perusahaan (Barry Spitz,1983). 
Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait 
dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian 
setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana 




ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran  pajak 
(tax avoidance) dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion) yang merupakan 
tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Walaupun kedua cara tersebut 
kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, 
namun suatu hal yang jelas berbeda di sini, bahwa penghindaran pajak adalah 
perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak 
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedang 
penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal yang melanggar 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Dari pengertian tersebut terlihat bahwa perencanaan pajak melalui 
penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh 
oleh Wajib Pajak dalam rangka mengefisiensikan pembayaran pajaknya. Ide 
dasarnya adalah usaha pengaturan terlebih dahulu semua aktivitas perusahaan 
guna menghindarkan impak perpajakan sebanyak mungkin atau dengan 
perkataan lain peluang untuk perencanaan pajak yang efektif, terdapat lebih 
besar kemungkinannya apabila hal tersebut dipertimbangkan sebelum transaksi 
tersebut dilaksanakan, dibandingkan apabila pertimbangannya dilakukan 
setelah terjadi transaksi. Dalam hal ini tentunya sangat tergantung kepada para 
manajer, sampai sejauh mana para manajer tersebut mewaspadai secara 
konstan alternatif-alternatif penghematan pajak pada setiap tindakan yang akan 
diambilnya. 
Dapat disimpulkan bahwa suatu perencanaan pajak yang efektif tidak 
tergantung kepada seseorang ahli pajak yang profesional, akan tetapi sangat 
tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan 





2.2.2. Penghindaran Sanksi Pajak 
Menurut Suandy (2011: 9), setidak-tidaknya terdapat tiga hal yang harus 
diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak (tax planning), yaitu: 
1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan 
pajak (tax planning) ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan 
perpajakan, buat Wajib Pajak merupakan risiko (tax risk) yang sangat 
berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak (tax 
planning) tersebut. 
2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak (tax planning) 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan 
menyeluruh (global strategy) perusahaan baik jangka panjang 
maupun jangka pendek, maka perencanaan pajak (tax planning) yang 
tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri. 
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian 
(agreement), faktur (invoice) dan juga perlakuan akuntansinya 
(accounting treatment). 
2.2.3. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Tax Implementation) 
Untuk mencapai tujuan manajemen pajak, ada dua hal yang perlu 
dikuasai dan dilaksanakan, yaitu: 
1. Memahami ketentuan peraturan perpajakan. 
Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti Undang-undang, 
Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen 
Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak dapat diketahui peluang-peluang 
yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak. 
2. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. 
Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian 




keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah 
pajak terutang. 
2.2.4. Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak (Tax Planning) 
Banyak motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak 
(tax planning), namun semua itu bersumber dari adanya 3 unsur perpajakan 
yaitu: 
1. Kebijaksanaan perpajakan (tax policy) 
2. Undang-undang perpajakan (tax law) 
3. Administrasi perpajakan (tax administration) 
Ketiga unsur tersebut terjadi menurut proses sesuai dengan urutan waktu 
penyusunan sistem perpajakan. 
2.2.5. Tahapan dalam Perencanaan Pajak (Tax Planning) 
Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tajam 
seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana 
strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan (global company’s 
strategy) juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal  
maupun internasional, maka agar tax planning dapat berhasil sesuai dengan 
yang diharapkan, menurut Suandy (2011: 13) rencana itu seharusnya dilakukan 
melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut: 
1. Menganalisis informasi yang ada (Analysis of the Existing DataBase) 
 Tahap pertama dari proses pembuatan tax planning adalah menganalisis 
komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan 
menghitung seakurat mungkin beban pajak (tax burden) yang harus 
ditanggung. Ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-
masing elemen dari pajak baik secara sendiri-sendiri maupun secara total 




efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya 
penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain di luar 
pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu seorang manajer perpajakan harus 
memperhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal yaitu: 
a. Fakta yang relevan. 
b. Faktor pajak. 
c. Faktor non-pajak lainnya. 
2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya 
pajak (Design of one or more Possible Tax Plan) 
Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas 
tindakan- tindakan berikut: 
a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. 
b. Pemilihan negara asing tempat melakukan investasi atau menjadi 
residen dari negara tersebut. 
c. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan. 
3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak (Evaluating a Tax Plan) 
Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian 
kecil dari seluruh perencanaan strategik perusahaan, oleh karena itu perlu 
dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu 
perencanaan pajak terhadap beban pajak (tax burden), perbedaan laba kotor 
dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Variabel-
variabel tersebut akan dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai 
berikut: 
a. Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan 
b. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik 




Dari ketiga hipotesis tersebut akan memberikan hasil yang berbeda. Dari 
hasil tersebut barulah dapat ditentukan apakah perencanaan pajak tersebut 
layak untuk dilaksanakan atau tidak. 
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana 
pajak (Debugging the Tax Plan) 
Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau 
tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan 
demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai 
dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana 
harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang 
diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan 
peraturan/perundang- undangan. Tindakan perubahan (up to date planning) 
harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau 
kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Sepanjang penghematan pajak (tax 
saving) masih besar, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena 
bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal. 
Jadi akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan 
gambaran/perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba  (benefit) 
potensial yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian (loss) potensial jika 
terjadi kegagalan. 
5. Memutakhirkan rencana pajak (Updating the tax plan) 
Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah 
berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari 
undang-undang maupun pelaksanaannya (negara di mana aktivitas tersebut 
dilakukan) yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian. 
Pemuktahiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan 




perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang 
terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang 
merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu 
mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial. 
2.2.6. Perencanaan Pajak untuk Mengefisienkan Beban Pajak 
Secara umum penghematan pajak menganut prinsip the least and the 
latest, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin  dan pada waktu 
terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. 
Strategi mengefisienkan beban pajak dari berbagai literatur dapat dijabarkan 
sebagai berikut: 
1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (legal 
entity) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat 
dari perspektif perpajakan kadang pemilihan bentuk badan hukum (legal 
entities) bentuk perseorangan, firma dan kongsi (partnership) adalah 
bentuk yang lebih menguntungkan dibanding perseroan terbatas yang 
pemegang sahamnya perorangan atau badan tetapi kurang 25%, akan 
mengakibatkan pajak atas penghasilan perseroan dikenakan dua kali 
yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada 
saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham 
perseorangan atau badan yang kurang dari 25%. 
2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya Pemerintah 
memberikan semacam insentif pajak/fasilitas perpajakan khususnya 
untuk daerah tertentu (misalnya di Indonesia Bagian Timur),  banyak 
pengurangan pajak penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah 




juga diberikan fasilitas seperti peyusutan dan amortisasi yang 
dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama dari seharusnya. 
3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin 
dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas 
Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang. 
Sebagai contoh jika diketahui bahwa Penghasilan Kena Pajak (laba) 
perusahaan besar dan akan dikenakan tarif pajak tinggi/tertinggi, maka 
sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk 
hal-hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan 
catatan tentunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat 
dikurangkan (deductible) dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. 
Sebagai contoh,  biaya untuk  riset dan pengembangan, biaya 
pendidikan dan latihan pegawai, biaya perbaikan kantor, biaya 
pemasaran dan masih banyak biaya lainnya yang dapat dimanfaatkan. 
Hal ini tergantung kepada jenis usaha dan peraturan pajak yang berlaku. 
4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (corporate company) 
sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling 
menguntungkan antara masing-masing badan usaha (business entity). 
Hal ini bisa dilakukan mengingat bahwa banyak negara termasuk 
Indonesia mengatur bahwa pembagian dividen antar-corporate (inter-
corporate dividend) tidak dikenakan pajak. 
5. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center dan ada yang 
hanya berfungsi sebagai cost center. Dari hal tersebut dapat diperoleh 
manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan 
dari beberapa wajib pajak didalam satu grup begitu juga terhadap biaya 




shifting) yakni menghindari tarif paling tinggi/maksimum. Tentunya 
proses ini dapat dijalankan apabila sistem tarif pajak yang berlaku 
progresif dan penghasilan kena pajak sudah melewati tarif yang paling 
rendah. Hal ini dapat dilakukan dengan membagi perusahaan dalam 
beberapa divisi, dimana ada divisi yang menghasilkan laba yang besar 
dan ada divisi yang hanya berfungsi sebagai pusat biaya. 
6. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau 
natura dan kenikmatan (fringe benefits) dapat sebagai salah satu pilihan 
untuk menghindari lapisan tarif maksimum (shift to lower bracket). 
Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan 
(fringe benefits) dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja 
sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang 
dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya. 
7. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yang 
diizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (average) 
dan metode masuk pertama keluar pertama (first in first out). Dalam 
kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-
rata (average) akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi 
dibanding dengan metode masuk pertama keluar pertama (first in first 
out). Harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan 
mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil. 
8. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna 
usaha dengan hak opsi (finance lease) di samping pembelian langsung 
karena jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva 
dan pembayaran  leasing  dapat   dibiayakan  seluruhnya.  Dengan   
demikian, aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan 




9. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan 
perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba 
yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang 
dipercepat  (saldo menurun) sehingga atas biaya penyusutan tersebut 
dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan pada 
awal- awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau 
timbul kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode 
penyusutan yang memberikan biaya yang lebih kecil (garis lurus) supaya 
biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya. 
10. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada 
transaksi yang bukan objek pajak. Sebagai contoh: untuk jenis usaha 
yang PPh Badannya dikenakan pajak secara final, maka efesiensi PPh 
pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan 
semaksimal mungkin tunjangan karyawan dalam bentuk natura, 
mengingat pemberian natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 
21. 
11. Mengoptimalkan kredit pajak yang di perkenankan, untuk ini wajib pajak 
harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak 
yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh PPh Pasal 22 atas pembelian 
solar dari pertamina bersifat final jika pembeliannya dilakukan oleh 
perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran ”Migas”, tetapi bila 
pembeliannya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang 
pabrikan maka PPh pasal 22 tersebut dapat dikreditkan dengan PPh 
Badan. Perkreditan ini lebih menguntungkan ketimbang dibebankan 
sebagai biaya. Keuntungan yang dapat diperoleh sebesar 70% dari nilai 




mencapai jumlah yang dikenakan tarif 30%) 
12. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara 
melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. 
Khusus untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan 
menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang  
diperkenankan  khususnya atas penjualan kredit. Perusahaan dapat 
menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan penyerahan barang (kep. 
Dirjen pajak No: 53/PJ/1994) 
13. Menghindari pemeriksaan pajak, periksaan pajak oleh Direktorat 
jenderal pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang: 
a. SPT lebih bayar 
b. SPT rugi 
c. Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT 
d. Terdapat informasi pelanggaran 
e. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen pajak 
14. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. 
Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat 
dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku. 
 
2.3 Pemberian dalam Bentuk Kesejahteraan Karyawan atau Natura dan 
Kenikmatan (Fringe Benefits) 
Karyawan yang bekerja di suatu perusahaan tentu mendapat balas 
karya sesuai dengan pekerjaan yang dia lakukan. Gaji dan tunjangan yang 
diberikan oleh perusahaan tentu menjadi sumber kehidupan. Bahkan tidak 
sedikiti karyawan yang menggantungkan hidupnya hanya dari gaji yang dia 
terima per bulan dari perusahaan tempatnya bekerja. Dari gaji dan tunjangan 




Kesejahteraan karyawan yang juga dikenal sebagai benefit mencakup 
semua jenis penghargaan berupa uang yang tidak dibayarkan secara langsung 
kepada karyawan. Penghargaan ini diberikan berdasarkan kebijakan 
perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha untuk meningkatkan 
kesejahteraan mereka. Seperti tunjangan hari raya, upah pensiun, pakaian 
dinas,kafetaria,mushola,olahraga,dan darmawisata (Subekhi&Jauhar,2012:187) 
Natura adalah imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada 
karyawannya, yang pemberiannya bukan dalam bentuk uang, melainkan dalam 
bentuk barang atau berbagai fasilitas perusahaan, seperti beras, gula, 
penggunaan mobil, rumah, fasilitas pengobatan dan lain sebagainya 
(Judisseno, 2002: 305). 
Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa 
yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak boleh dikurangkan 
dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak, kecuali penyediaan makanan dan 
minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk 
natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan 
pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. 
Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan 
dianggap bukan merupakan Objek Pajak. Selaras dengan hal tersebut maka 
dalam ketentuan ini, penggantian atau imbalan dimaksud dianggap bukan 
merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi 
kerja. Namun, dalam rangka menunjang kebijaksanaan pemerintah untuk 
mendorong pembangunan di daerah terpencil, berdasarkan Keputusan Menteri 
Keuangan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan 
yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut 




Dalam hal pemberian kepada pegawai berupa penyediaan makanan/ 
minuman di tempat kerja untuk seluruh pegawai, secara bersama-sama,  atau  
yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana 
keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, 
seperti pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam 
petugas keamanan (satpam), antar jemput karyawan serta penginapan untuk 
awak kapal dan yang sejenisnya, walaupun pemberian tersebut bukan 
merupakan imbalan (kena pajak) karyawan tetapi boleh dibebankan sebagai 
biaya pemberi kerja. Hal ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kinerja 
karyawan, efisiensi dan daya saing perusahaan serta tentunya kesejahteraan 
karyawan. 
Peluang melakukan efisiensi Pajak Penghasilan Badan sangat banyak 
yang dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan 
karyawan. Strategi efisiensi PPh Badan yang berkaitan dengan biaya 
kesejahteraan karyawan ini, sangat tergantung dari kondisi perusahaan, 
sebagai berikut: 
Pada perusahaan yang memperoleh penghasilan kena pajak (tax income) 
yang telah dikenakan tarif tertinggi (di atas Rp 100 juta) dan pengenaan PPh 
Badannya tidak final, diupayakan seminimal mungkin memberikan kesejahteraan 
karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan (fringe benefit) karena 
pengeluaran ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya. 
Untuk perusahaan yang PPh Badannya dikenakan pajak secara final, 
sebaiknya memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan 
kenikmatan (fringe benefit), karena pemberian natura dan kenikmatan kepada 
karyawan tidak termasuk objek PPh Pasal 21, sedangkan pengeluaran untuk 




besarnya PPh Badan, karena PPh Badan Final dihitung dari persentase atas 
penghasilan bruto sebelum dikurangi dengan biaya-biaya. 
Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan 
(fringe benefit) akan menurunkan PPh Pasal 21 sementara PPh Badan tetap 
nihil. 
Akuntansi mendefinisikan biaya sebagai suatu yang dikorbankan untuk 
memperoleh pendapatan atau penghasilan. Jadi, semua usaha, tenaga, dan 
sumber yang digunakan untuk memperoleh hasil adalah biaya. Oleh karena itu, 
semua pembayaran dalam bentuk natura atau kenikmatan kepada karyawannya 
adalah biaya. 
Kesejahteraan karyawan yang dapat direkayasa terdiri dari: 
1. PPh Pasal 21 Karyawan 
PPh Pasal 21 karyawan adalah pajak yang dibebankan pada karyawan 
atas penghasilan yang diperoleh dari pemberi kerja. PPh Pasal 21 itu dipungut 
oleh pemberi kerja kemudian disetorkan pada pemerintah. PPh Pasal 21 tersebut 
dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu:  
a. PPh ditanggung karyawan yang bersangkutan.  
Dalam hal ini jumlah PPh pasal 21 yang terhutang akan ditanggung 
oleh karyawan itu sendiri sehingga benar-benar mengurangi 
penghasilan. 
b. Tunjangan PPh 
Jika PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka jumlah 
tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan 
kemudian baru dikenakan PPh pasal 21. Dalam hal ini penghitungan 
PPh dilakukan dengan cara gross up dimana besarnya tunjangan 




masing karyawan. Sepintas lalu kebijakan PPh pasal 21 jenis ini akan 
terlihat memberatkan perusahaan karena jumlah penghasilan 
karyawan akan bertambah besar sebagai akibat dari penambahan 
tunjangan pajak. Namun demikian beban perusahaan tersebut akan 
tereliminasi karena PPh pasal 21 dapat dibiayakan. 
c. PPh ditanggung oleh perusahaan 
Dalam hal ini, jumlah Pasal PPh pasal 21 yang terhutang akan 
ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, 
gaji  yang  diterima oleh karyawan tersebut tidak dikurangi dengan PPh 
pasal 21 karena perusahaanlah yang menanggung biaya PPh pasal 
21. PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan tersebut tidak boleh 
dikurangkan dari penghasilan  bruto perusahaan. 
2. Pengobatan/Kesehatan Karyawan 
Perusahaan biasanya memberikan fasilitas pengobatan atau kesehatan 
pada  karyawannya, yang dapat dilakukan sebagai berikut: 
a. Perusahaan mendirikan klinik sendiri atau bekerja sama dengan 
pihak rumah sakit tertentu. 
Pada kondisi ini, perusahaan menyediakan klinik di daerah 
lingkungan perusahaan. Hal ini banyak dilakukan oleh perusahaan-
perusahaan yang beroperasi di daerah dengan satu “site” operasi 
atau pabrik yang besar. Misalnya perusahaan-perusahaan yang 
bergerak dalam sector pertambangan minyak, gas bumi, atau 
pertambangan lainnya yang mempunyai pusat operasi di daerah. 
Tetapi hal ini juga banyak dilakukan oleh perusahaan industri besar, 
seperti industri pupuk dan hamper semua perusahaan industri semen. 




paling dominan dilakukan perusahaan dalam melakukan kebijakan ini. 
Biasanya akan ada dokter jaga dan perawat yang standby di dalam 
klinik setiap saat jikalau terjadi kecelakaan kerja karyawan. Dengan 
bekerja sama dengan pihak rumah sakit tertentu maka karyawan 
yang sakit akan dilayani langsung oleh rumah sakit tanpa 
mengeluarkan sepersen pun uang baik jasa kesehatan, cek darah, 
rontgen maupun biaya obat-obatan. Rumah sakit akan menagih 
langsung kepada perusahaan setiap bulannya atas biaya kesehatan 
karyawan. Meskipun dalam prakteknya perusahaan tetap 
memberlakukan plafon biaya kesehatan masing-masing karyawan 
dan keluarganya. Jika karyawan perusahaan memperoleh fasilitas 
pengobatan yang tidak diterima dalam bentuk uang tunai maka 
menurut keputusan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 
281/PJ/1998 tentang objek PPh Pasal 21 yang dikecualikan, bagi 
yang bersangkutan penerimaan kenikmatan ini bukan penghasilan. 
Dengan sendirinya menurut UU PPh Pasal 9 Ayat 1 Huruf e 
pembayaran kenikmatan tersebut oleh perusahaan tidak dapat 
dikurangkan sebagai biaya. Jika biaya pengobatan karyawan 
dibayarkan langsung kepada klinik, rumah sakit, dan dokter lain di 
luar perusahaan, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 
281/PJ/1998 tentang objek PPh Pasal 21 yang dikecualikan bagi 
karyawan merupakan kenikmatan yang tidak dikenakan PPh. Dengan 
demikian, menurut UU PPh Pasal 6 Ayat 1 Huruf a pembayaran uang 






b. Karyawan diberi tunjangan kesehatan secara rutin baik sakit maupun 
tidak. 
Pada kondisi ini, perusahaan memberikan tunjangan dalam bentuk 
uang yang menjadi komponen penghasilan bulanan karyawan. 
Perusahaan tidak memperhatikan apakah karyawan akan sakit atau 
tidak dalam jangka waktu sebulan, atau juga tidak memperhitungkan 
rata-rata jumlah sakit dalam tahun lalu yang kemudian menjadi dasar 
perhitungan berapa nilai tunjangan yang didapat. Besaran nilainya 
bervariasi tergantung kebijakan perusahaan dalam menghitung 
berapa jumlah tunjangan yang didapat, biasanya tergantung posisi 
dan lama bekerja. Jika hanya pengobatan tersebut diberikan kepada 
karyawan dalam bentuk penggantian uang tunai, menurut Keputusan 
Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang objek PPh Pasal 21, 
bagi karyawan penggantian ini merupakan penghasilan yang 
dikenakan PPh. Dengan demikian menurut UU PPh Pasal 6 Ayat 1 
Huruf a, pembayaran uang tunai ini dapat dikurangkan sebagai biaya 
bagi  perusahaan. Pertambahan penghasilan sebagai akibat 
pemberian penggantian ini akan menambah beban PPh karyawan 
yang bersangkutan. 
c. Karyawan diikutkan asuransi kesehatan, sehingga klaim jika sakit 
dilakukan ke perusahaan asuransi. 
Saat ini cukup banyak perusahaan asuransi yang menawarkan  
program asuransi kesehatan kepada perusahaan. Cukup banyak 
alasan yang ditawarkan dari kemudahan pelayanan, kemudahan 
klaim, penghematan biaya pengurusan dan sebagainya. Salah satu 




asuransi kesehatan adalah masalah kepastian berapa nilai yang 
harus dikeluarkan setiap bulannya, sehingga dapat diukur dengan 
kemampuan perusahaan dalam me-manage cash flow. Program 
asuransi yang ditawarkan cukup beragam dari rawat jalan, rawat inap, 
klaim kacamata, perawatan gigi, biaya bersalin, operasi dan lain-lain. 
Biaya asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan menurut UU PPh 
Pasal 6 Ayat 1 Huruf a dapat dikurangkan sebagai biaya, dan bagi 
karyawan menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 
281/PJ/1998 tentang objek PPh Pasal 21 pengeluaran ini 
diperhitungkan sebagai penghasilan. Apabila ternyata kemudian ada 
pembayaran santunan asuransi, menurut Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang objek PPh Pasal 21 yang  
dikecualikan, penerimaan ini bukan penghasilan yang dikenakan 
pajak. Dengan demikian perusahaan yang membayar santunan 
asuransi tidak memotong PPh tertanggung atas karyawan. 
3. Pembayaran  Premi  Asuransi untuk Karyawan 
Karyawan di perusahaan mendapatkan asuransi berupa asuransi 
kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Asuransi 
karyawan dapat dilakukan sebagai berikut: 
a. Premi ditanggung perusahaan 
Apabila premi dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja menurut UU 
PPh tentang objek PPh Pasal 21 merupakan penghasilan yang 
dikenakan pajak. Ketentuan ini dibuat untuk menyelaraskan dengan 
ketentuan yang ada pada Pasal 4 Ayat 3 Huruf e yang menyatakan 
bahwa pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi 
sehubungan dengan  asuransi  kesehatan, asuransi kecelakaan, 




termasuk sebagai objek PPh. 
b. Premi ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan 
Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, 
asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib 
pajak orang pribadi, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 
281/PJ/1998 tentang  PPh Pasal 21, dapat dikurangkan sebagai biaya 
dalam SPT PPh Pasal 21. Pada waktu yang bersangkutan menerima 
penggantian atau santunan asuransi, menurut Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang objek PPh Pasal 21 yang 
dikecualikan, penerimaan tersebut bukan merupakan objek pajak. 
c. Premi sebagian ditanggung perusahaan sebagian ditanggung oleh 
karyawan  
Untuk premi yang ditanggung perusahaan, menurut UU PPh Pasal 6 
Ayat 1 Huruf a, pembayaran tersebut boleh dibebankan dalam 
penghasilan kena pajak perusahaan dan bagi karyawan yang 
bersangkutan, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 
281/PJ/1998 tentang objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang 
merupakan objek pajak. Premi yang dibayar  oleh  wajib pajak orang 
pribadi menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 
tentang pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung 
penghasilan kena pajak PPh 21 dihitung sebagai pengurang bagi wajib 
pajak yang bersangkutan. 
4. Iuran Pensiun dan Iuran Jaminan Hari Tua 
Karyawan di perusahaan juga mendapatkan iuran pensiun dan iuran 






a. Iuran ditanggung perusahaan. 
Jika iuran pensiun dan iuran JHT ditanggung oleh perusahaan, maka 
menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang 
objek PPh Pasal 21 yang dikecualikan, bukan merupakan penghasilan 
bagi karyawan dan menurut UU PPh Pasal 6 Ayat 1 Huruf c dapat 
dikurangkan  dalam penghasilan kena pajak bagi perusahaan. 
b. Iuran ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan. 
Jika iuran pensiun dan iuran JHT ditanggung oleh karyawan yang 
bersangkutan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 
tentang pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung penghasilan 
kenapajak PPh Pasal 21, iuran tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya 
dalam SPT PPh Pasal 21 bagi karyawan yang bersangkutan. 
c. Iuran sebagian ditanggung perusahaan sebagian ditanggung oleh 
karyawan. 
Jika iuran pensiun dan iuran JHT sebagian ditanggung oleh perusahaan 
dan sebagian ditanggung karyawan, maka iuran yang ditanggung 
sebagian oleh perusahaan menurut UU PPh Pasal 6 Ayat 1 Huruf e dapat 
dikurangkan dalam penghasilan kena pajak perusahaan dan iuran yang 
ditanggung sebagian oleh karyawan menurut Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang pengurang yang diperbolehkan 
dalam menghitung PPh Pasal 21 dapat dikurang sebagai biaya dalam 
SPT PPh Pasal 21. 
5. Rumah Dinas Karyawan 
Pemberian fasilitas perumahan untuk karyawan dapat dilakukan sebagai 
berikut: 
a. Perusahaan menyediakan rumah dinas 
Kenikmatan menggunakan fasilitas rumah dinas milik perusahaan tidak 




tidak dapat mengurangkan biaya tersebut dalam menghitung 
Penghasilan Kena Pajak. 
b. Perusahaan memberikan tunjangan perumahan 
Pemberian tunjangan perumahan merupakan penghasilan yang 
dikenakan pajak bagi karyawan dan menurut UU PPh Pasal 6 Ayat 1 
Huruf a dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak bagi 
perusahaan. 
6. Transportasi untuk Karyawan 
Transportasi untuk karyawan diberikan oleh perusahaan untuk membantu 
karyawan untuk mengatasi masalah transportasi. Pemberian transportasi untuk 
karyawan dapat dilakukan sebagai berikut: 
a. Perusahaan menyediakan mobil dinas 
Jika kenikmatan menggunakan sarana transportasi milik perusahaan tidak 
diperlakukan sebagai penghasilan karyawan menurut UU PPh Pasal 9 
ayat (1) Huruf e perusahaan tidak dapat mengurangkan biaya yang 
berkaitan dengan transportasi biaya penyusutan, eksploitasi, atau 
pemeliharaan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. 
b. Perusahaan memberikan tunjangan transport 
Pemberian tunjangan transportasi menurut Keputusan Direktur Jenderal 
Pajak No. 281/PJ/1998 tentang objek PPh Pasal 21 merupakan 
penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan dan menurut UU PPh 
Pasal 6 Ayat 1 Huruf a dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak 
bagi perusahaan. 
7. Pakaian Kerja Karyawan 
Di perusahaan ada karyawan yang menggunakan pakaian kerja yang 
sehubungan dengan lingkungan kerja dan ada yang menggunakan seragam 




dapat dilakukan sebagai berikut: 
a. Pakaian kerja sehubungan dengan lingkungan kerja, misalnya 
satpam, seragam pegawai hotel, pilot, dan lain-lain. 
Untuk pakaian yang berhubungan dengan lingkungan kerja menurut  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 213/PJ/2001 Pasal 3 Ayat 1 
dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak perusahaan. Bila 
perusahaan menyeragamkan pakaian karyawannya yang tidak ada 
hubungannya dengan lingkungan pekerjaan menurut Keputusan 
Direktur Jenderal Pajak No. 213/PJ/2001 Pasal 3 Ayat 2 tidak dapat 
dikurangkan dalam penghasilan kena pajak perusahaan. 
b. Seragam karyawan pada umumnya 
Seragam karyawan pada umumnya yang dimaksud di sini yaitu 
karyawan perusahaan memakai pakaian miliknya sendiri seperti 
karyawan pada umumnya. 
8. Makanan dan Natura Lainnya 
Pemberian makanan dan natura lainnya kepada karyawan dapat 
dilakukan sebagai berikut: 
a. Perusahaan memberikan beras atau menyediakan katering untuk 
karyawan Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak 
No.213/PJ/2001 Pasal 2, penyediaan makanan dan minuman bagi 
karyawan tidak dianggap sebagai penghasilan bagi karyawan namun 
dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. 
b. Tunjangan beras atau uang makan 
Pemberian tunjangan beras atau uang makan menurut Keputusan 
Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang objek PPh Pasal 21 




UU PPh Pasal 6 Ayat 1 Huruf a dapat dikurangkan sebagai  biaya bagi 
perusahaan. 
9. Bonus dan Jasa Produksi 
Perusahaan biasanya memberikan bonus dan jasa produksi kepada 
karyawan. Pemberian bonus dan jasa produksi dapat dilaksanakan menurut 
waktu pembebanan dan bentuknya. Menurut waktu pembebanannya dapat 
dibedakan menjadi: 
a. Dibebankan dalam tahun berjalan 
Bila dibebankan dalam tahun berjalan maka bonus dan jasa produksi 
diberikan pada akhir tahun. Bonus akhir tahun akan diberikan pada 
bulan Desember. 
b. Dibebankan pada laba yang ditahan 
Bila dibebankan pada laba ditahan maka bonus dan jasa produksi 
akan diberikan pada tahun berikutnya. 
Contoh penerapan tax planning pemberian natura dan kenikmatan berupa 
beras diganti dengan tunjangan beras berupa uang: 
Perusahaan mengeluarkan biaya pemberian beras untuk karyawan 
sebesar Rp 300.000.000 setahun, merupakan biaya fiskal yang tidak boleh 
dikurangkan dari penghasilan perusahaan. Oleh karena itu, agar perusahaan 
dapat membebankannya sebagai biaya dari penghasilan bruto maka perusahaan 
melakukan tax  planning  dengan  mengganti bentuknya  menjadi tunjangan  
berasyang dimasukkan ke dalam slip gaji karyawan, seperti terlihat pada 








Contoh Tunjangan Bentuk Natura Diganti Tunjangan Bentuk Uang 
 
 Natura Tunjangan Beras 
Pendapatan 
Biaya 




Penghasilan sebelum Pajak 
Pajak Penghasilan Badan 
Penghasilan setelah Pajak 
  Rp 1.000.000.000 
    500.000.000 
           300.000.000* 
- 
    Rp    500.000.000 
 
   Rp   500.000.000 
132.500.000 
     Rp   367.500.000 
Rp 1.000.000.000 
      500.000.000 
- 
        300.000.000** 
Rp    800.000.000 
 
 Rp   200.000.000 
       42.500.000 
 Rp   157.500.000 
Sumber: Mohammad Zain, 2007 
*  natura yang sifatnya non deductible expense (tidak diperbolehkan menjadi biaya) 
**tunjangan yang sifatnya deductible expense (diperbolehkan untuk dibiayakan) 
 
Dari hasil perhitungan di atas, ternyata untuk memaksimumkan laba 
usahanya, sebaiknya perusahaan membayarkan gaji dan upah karyawannya 
dengan cara memberikannya dalam bentuk uang dan bukan natura. Dengan 
menerapkan tax planning, perusahaan melakukan penghematan pajak sebesar 
Rp 132.500.000 – Rp 42.500.000 = Rp 90.000.000 atau sama dengan 30% x 
Rp 300.000.000. 
Bagi pihak swasta yang memberikan natura sebagai bagian dari imbalan 
yang diberikan kepada karyawannya maka natura tersebut tidak boleh dijadikan 
sebagai faktor pengurang Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak yag 
bersangkutan. Berdasarkan perhitungan di atas ternyata lebih menguntungkan 
bagi pihak swasta untuk memberikan uang tunai ketimbang dalam bentuk 
natura. Sehingga kesimpulannya, pemberian imbalan untuk daerah-daerah 
yang tidak diterapkan oleh Menteri Keuangan, sehingga baiknya tidak diberikan 
dalam bentuk natura. 
 
2.4 Laporan Keuangan Komersial vs Laporan Keuangan Fiskal 
Agar hasil suatu usaha dapat diketahui, setiap kurun waktu (periode 
akuntansi) tertentu perusahaan perlu menyusun laporan keuangan. 




keuangan harus memenuhi beberapa syarat yaitu relevan, dapat dimengerti, 
dapat diuji, dapat dibandingkan, dapat dipercaya, lengkap, penyampaian tepat 
waktu, akurat, dan objektif. 
Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun 
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang meliputi Laporan Laba Rugi, 
Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Sedangkan 
laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai 
peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. 
Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan 
keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam 
penghasilan maupun biaya. 
Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan 
laba fiskal dapat berbeda. Secara umum laporan keuangan disusun 
berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali diatur secara khusus dalam 
undang-undang. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi 
(komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah, atau melakukan 
koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan 
keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan 
menghasilkan laporan keuangan fiskal. 
 
2.5 Biaya 
Dalam tax planning selain memaksimalkan biaya fiskal, hal lain yang 
harus diperhatikan adalah meminimalkan biaya yang menurut Undang-undang 
Perpajakan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Karena semakin 
besar biaya yang tidak dapat dikurangkan menyebabkan penghasilan sebelum 




Oleh karena itu, dalam melaksanakan tax planning kita harus 
mengetahui biaya yang diperkenankan sebagai pengurang dan yang tidak 
diperkenankan sebagai pengurang. 
1. Biaya yang Diperkenankan sebagai Pengurang (UU PPh Pasal 6 ayat  
(1)) 
Berdasarkan UU PPh pasal 6 ayat (1), besarnya Penghasilan Kena 
Pajak bagi Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, 
ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk 
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: 
a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan 
kegiatan usaha, antara lain: 
1. Biaya pembelian bahan; 
2. Biaya berkenan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji 
honorium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam 
bentuk yang; 
3. Bunga, sewa, dan royalty; 
4. Biaya perjalanan; 
5. Biaya pengolahan limbah; 
6. Premi asuransi; 
7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan 
peraturan menteri keuangan; 
8. Biaya administrasi;dan 
9. Pajak kecuali pajak penghasilan. 
b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan 
amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain 




c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh 
menteri keuangan; 
d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan 
digunakandalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, 
menagih, dan memelihara penghasilan; 
e. Kerugian selisih kurs mata uang asing; 
f. Penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; 
g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; 
h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 
1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 
2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat 
ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak;dan 
3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri 
atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau 
adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ 
pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan 
atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau 
adanya pengakuan dari debitur bahwa  utangnya telah dihapuskan 
untuk jumlah utang tertentu; 
4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk 
penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur 
lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan. 
i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang 
ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah; 




dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan 
pemerintah; 
k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur 
dengan peraturan pemerintah; 
l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dalam 
peraturan pemerintah;dan 
m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya 
diatur dengan peraturan pemerintah. 
2. Biaya yang Tidak Diperkenankan sebagai Pengurang (UU PPh Pasal 9 
ayat (1)) 
Pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan  
bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, sesuai dengan 
UU PPh pasal 9 ayat (1): 
a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti 
deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi 
kepada polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 
b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 
pemegang saham, sekutu, atau anggota; 
c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: 
 
1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan beban  usaha 
lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, 
perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anak piutang; 
2) Cadangan untuk asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang 
dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan sosial; 
3) Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan; 




5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan;dan 
6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan 
limbah industri, yang ketentuan dan syarat- syaratnya diatur dengan 
atau berdasarkan peraturan menteri keuangan. 
d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 
dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang 
pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut 
dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan; 
e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa 
yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali 
penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta 
penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di 
daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang 
diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan; 
f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang 
saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai 
imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan; 
g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan; 
h. Pajak penghasilan; 
i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib 
pajak atau orang yang menjadi tanggungannya; 
j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau 
perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; 
k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi 
pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-




2.6 Penelitian Terdahulu  
       Penelitian sebenarnya yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat 
dipakai sebagai bahan masukan serta pengkajian yang terkait dengan penelitian 
ini telah dilakukan oleh beberapa orang. Untuk memperjelas perbedaan dan 























Deskriptif Implementasi tax planning pada PT 
(Persero) Pelabuhan Indonesia I 
telah didukung oleh sistem 
administrasi yang tertib, rapi, dan 
teratur sehingga dapat berjalan 
sesuai dengan rencana untuk 
menghasilkan penghematan pajak 
guna mendukung strategi 
perusahaan secara keseluruhan 












pada PT Barata 
UUM Medan 
Deskriptif Metode penyusutan yang digunakan 
PT Barata UUM Medan yaitu straight 
line method ternyata memperbesar 
jumlah pajak terhutang, lebih efisien 












Deskriptif PT Perkebunan XIV (Persero) telah 
berupaya menerapkan tax planning 
atas biaya program kesejahteraan 
karyawan tetapi upaya tersebut 
belum maksimal karena masih 
terdapat kebijakan-kebijakan yang 
berkaitan dengan biaya 
kesejahteraan karyawan merupakan 
kategori biaya yang tidak bisa 
dibebankan sebagai pengurang 
penghasilan bruto perusahaan(non 
deductible) sehingga perusahaan 
tidak mengurangi beban pajaknya. 





3.1 Rancangan Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Menurut 
Erlina (2007: 64), “Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap fenomena atau 
populasi tertentu yang diperoleh oleh peneliti dari subyek berupa individu, 
organisasional, industri atau perspektif lain.” Menurut Sugiyono (2007: 11), 
“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel 
mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 
perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.” 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tax planning atas biaya 
kesejahteraan karyawan yang dapat meminimalkan beban pajak perusahaan. 
Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data yang 
diperoleh bersumber dari bagian keuangan dan bagian lainnya. 
Penelitian ini didukung oleh data primer dan data sekunder. Data primer, 
dimana data yang diambil langsung dari objek penelitian (PT Bumi Jasa Utama 
Makassar) yang belum diolah dan perlu dikembangkan dengan pemahaman 
sendiri oleh penulis, misalnya hasil wawancara dengan bagian keuangan dan 
akuntansi serta karyawan lainnya yang dianggap dapat memberikan informasi 
yang diperlukan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari 
perusahaan sebagai objek penelitian  yang  sudah diolah dan terdokumentasi di 






3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
Berdasarkan judul yang peneliti angkat yakni analisis penerapan tax 
planning atas biaya kesejahteraan karyawan pada PT Bumi Jasa Utama 
Makassar. Penelitian ini dilakukan di kantor PT Bumi Jasa Utama yang berlokasi  
di Wisma Kalla Lt.11, Jl.Sam Ratulangi No.8 Makassar, Sulawesi Selatan. 
Rencana penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan. 
 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
3.3.1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Data Kuantitatif 
 
Data Kuantitatif adalah data yang dikumpulkan peneliti  berupa data 
berbentuk angka-angka antara lain seperti target dan realisasi pajak- 
pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. 
b. Data Kualitatif 
 
Data Kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa dokumen sistem 
dan prosedur perpajakan, struktur organisasi dan pembagian tugas, serta 
gambaran umum perusahaan. 
3.3.2. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan yaitu sebagai berikut: 
a. Data Primer 
 
Data Primer, merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan 
wawancara langsung pada pimpinan serta sejumlah karyawan yang 
terlibat langsung dalam administrasi perpajakan. 
b. Data Sekunder 
 
Data Sekunder yaitu berupa data penunjang dalam rangka penyelesaian 
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laporan hasil penelitian antara lain seperti peraturan- peraturan 
perpajakan, laporan keuangan perusahaan, laporan SPT Pajak 
Penghasilan pasal 21, daftar gaji, target dan realisasi pajak perusahaan 
tahun 2015, dan lain-lain. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai 
berikut: 
1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung 
dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian di perusahaan. 
2. Dokumentasi, yaitu dengan meneliti bahan-bahan tulisan perusahaan 
yang berhubungan dengan penelitian ini, misalnya struktur organisasi, 
laporan keuangan dan data biaya-biaya karyawan. 
3. Studi kepustakaan, yaitu penelitian ini didasarkan pada bahan-bahan 
dari perpustakaan dengan mengumpulkan data berupa teori yang 
bersumber dari literatur, artikel, majalah, buku-buku dan bahan-bahan  
tulisan dan dokumentasi perusahaan yang berhubungan dengan 
penelitian. 
 
3.5 Metode Analisis Data 
Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu 
dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh 
sehingga memberi keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan 
masalah yang dihadapi.  
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5.1 Kesimpulan  
 
       Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 
ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut: 
1. PT Bumi Jasa Utama telah berupaya menerapkan tax planning atas biaya 
kesejahteraan karyawan tetapi upaya tersebut belum maksimal karena 
masih terdapat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan biaya 
kesejahteraan karyawan merupakan kategori biaya yang tidak bisa 
dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (non 
deductible) sehingga perusahaan tidak dapat mengurangi beban pajaknya. 
2. PT Bumi Jasa Utama menanggung PPh Pasal 21 karyawan sehingga 
menyebabkan biaya yang dikeluarkan tersebut tidak dapat dikurangkan 
(non deductible) dari penghasilan bruto perusahaan yang mengakibatkan 
perusahaan tidak dapat mengurangi beban pajaknya. 
3. PT Bumi Jasa Utama bekerja sama dengan pihak rumah sakit tertentu 
dimana biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk fasilitas penyediaan 
dokter dan pemberian obat-obatan untuk karyawan tidak dapat dikurangkan 
(non deductible) dari penghasilan bruto perusahaan yang mengakibatkan 
perusahaan tidak dapat mengurangi beban pajaknya. 
4. PT Bumi Jasa Utama menanggung sebagian premi asuransi  untuk  
karyawan dimana biaya yang dikeluarkan tersebut  dapat dikurangkan dari 
penghasilan bruto perusahaan (deductible) yang mengakibatkan beban 




5. PT Bumi Jasa Utama menanggung sebagian iuran pensiun dan Santunan 
Hari Tua (SHT) untuk karyawan dimana biaya yang dikeluarkan tersebut 
dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan (deductible) yang 
mengakibatkan beban pajak perusahaan berkurang. 
6. PT Bumi Jasa Utama memberikan tunjangan perumahan bagi karyawan 
yang bekerja tetap di perusahaan, dimana biaya ini dapat dikurangkan dari 
penghasilan bruto perusahaan (deductible). Perusahaan juga menyediakan 
rumah sewa/kost bagi karyawan yang berstatus kontrak. Dimana biaya ini 
tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan (non 
deductible). 
7. PT Bumi Jasa Utama memberikan fasilitas  kendaraan dinas bagi karyawan 
dengan jabatan dan posisi tertentu dimana biaya yang berkaitan dengan 
kendaraan dinas tersebut hanya 50% yang dapat dikurangkan dari 
penghasilan bruto perusahaan. Perusahaan juga memberikan tunjangan 
transportasi bagi karyawan lainnya dimana biaya ini dapat dikurangkan dari 
penghasilan bruto perusahaan (deductible). 
8. PT Bumi Jasa Utama memberikan pakaian kerja untuk karyawan 
sehubungan dengan lingkungan kerja, misalnya seragam pabrik dan 
seragam hansip/satpam. Ada juga yang diberikan seragam karyawan pada 
umumnya. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ini   dapat dikurangkan 
dari penghasilan bruto perusahaan yang mengakibatkan beban pajak 
perusahaan berkurang (deductible). 
9. PT Bumi Jasa Utama memberikan tunjangan beras atau uang makan 
kepada karyawan dimana biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan 
bruto perusahaan (deductible). Selain itu, perusahaan juga memberikannya 
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dalam bentuk natura yaitu beras dimana biaya ini tidak dapat dikurangkan 
dari penghasilan bruto perusahaan (non deductible). 
10. PT Bumi Jasa Utama membebankan bonus dan jasa produksi untuk 
karyawan dalam tahun berjalan dimana biaya yang dikeluarkan oleh 
perusahaan ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan 
(deductible) yang mengakibatkan beban pajak perusahaan berkurang. 
 
5.2 Saran  
 
       Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, 
maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu: 
1. Sesuai dengan prinsip taxable dan deductible yang merupakan prinsip yang 
lazim dipakai dalam tax planning, PT Bumi Jasa Utama sebaiknya 
mengubah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan 
karyawan dari kategori biaya yang tidak bisa  dibebankan sebagai 
pengurang penghasilan bruto perusahaan (non deductible) menjadi 
kategori biaya yang dapat dibebankan sebagai perngurang penghasilan 
bruto perusahaan (deductible) atau sebaliknya mengubah penghasilan 
yang merupakan objek pajak (taxable) menjadi penghasilan yang tidak 
objek pajak (non taxable) dengan konsekuensi terjadinya perubahan pajak 
terutang  akibat pengubahan tersebut. Dalam hal ini tentunya harus 
dipertimbangkan mana yang lebih menguntungkan perusahaan, apakah 
perubahan jumlah pajak terutang akan menjadi lebih besar atau lebih kecil 
atau sama dengan jumlah pajak terutang akibat koreksi fiskal, apabila tidak 
dilakukan pengubahan tersebut. 
2. Bagi perusahaan lebih baik memberikan tunjangan pajak kepada karyawan 
dengan menggunakan metode gross up karena perusahaan dapat 
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membebankan biaya tunjangan pajak sebagai deductible expense sehingga 
dapat mengurangi PPh Badan perusahaan. 
3. Dalam hal pengobatan/kesehatan karyawan, sebaiknya fasilitas penyediaan 
dokter dan pemberian obat-obatan diganti bentuknya menjadi tunjangan 
kesehatan yang dimasukkan ke dalam slip gaji karyawan sehingga  semua 
biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dibebankan sebagai 
pengurang penghasilan bruto perusahaan (deductible) sehingga dapat 
mengurangi PPh Badan perusahaan. Namun perusahaan tidak boleh 
mengabaikan keselamatan karyawan yang tetap membutuhkan klinik yang 
menyediakan dokter dan obat- obatan yang akan menangani jika terjadi 
kecelakaan di tempat kerja. 
4. Dalam hal penyediaan rumah dinas bagi karyawan, sebaiknya fasilitas 
rumah dinas diganti bentuknya menjadi tunjangan perumahan yang 
dimasukkan ke dalam  slip  gaji  karyawan  sehingga  semua   biaya   yang  
dikeluarkan oleh perusahaan dapat dibebankan sebagai pengurang 
penghasilan bruto perusahaan (deductible) sehingga dapat mengurangi 
PPh Badan perusahaan. Namun sebaiknya bagi karyawan di setiap unit 
kebun perusahaan tetap menyediakan rumah dinas karena sulitnya 
memperoleh perumahan yang dekat dengan lokasi perusahaan. 
5. Dalam hal penyediaan transportasi bagi karyawan, sebaiknya fasilitas 
kendaraan dinas diganti bentuknya menjadi tunjangan transportasi yang 
dimasukkan ke dalam slip gaji karyawan sehingga semua biaya yang 
dikeluarkan oleh perusahaan dapat dibebankan sebagai pengurang 
penghasilan bruto perusahaan (deductible) sehingga dapat mengurangi 
PPh Badan perusahaan. Namun bagi karyawan dengan jabatan-jabatan 
tertentu seperti direksi dan manajer sebaiknya perusahaan tetap 
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menyediakan kendaraan dinas untuk memudahkan kegiatannya yang 
sering berada di luar kantor. 
6. Dalam hal pemberian makanan dan natura lainnya, sebaiknya natura dalam 
bentuk beras diganti bentuknya menjadi tunjangan beras yang dimasukkan 
ke dalam slip gaji karyawan sehingga semua biaya yang dikeluarkan oleh 
perusahaan dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto 
perusahaan (deductible) sehingga dapat mengurangi PPh Badan 
perusahaan. Selain menguntungkan perusahaan, hal ini juga 
menguntungkan karyawan karena karyawan dapat menggunakan uang 
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